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ABSTRAK

Partai Politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis
membutuhkan sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah
menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik ini sebagai pemenuhan hak dari partai politik dan ditujukan
agar partai politik tetap bertindak untuk kepentingan bersama bukan hanya
kepentingan dari swasta atau pengusaha yang memberikan bantuan keuangan
kepada partai politik dalam bentuk sumbangan. Sehingga partai politik memiliki
pertanggungjawaban terhadap bantuan keuangan dari negara sebagai bentuk
kewajibannya. Pertanggungjawaban ini dalam rangka mewujudkan transparansi
dan efektifitas penggunaan bantuan keuangan oleh partai politik. Partai politik
penerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertanggungjawab
secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Selain
itu, dilakukan juga pengawasan serta penegakan hukum bagi partai politik dalam
melakukan pertanggungjawaban terhadap bantuan keuangan dari negara.

Kata Kunci : Partai politik, Bantuan keuangan partai politik, Pertanggungjawaban,
Pengawasan.

\'%
SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK... NABIYLA N



IR — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRACT

Political parties as a form of embodiment of a democratic political system
require financial resources to carry out their duties and functions. Political party
finances are sourced from member fees, legal contributions according to law, and
financial assistance from the State Revenue and Expenditure Budget/Regional
Revenue and Expenditure Budget. The provision of financial assistance to political
parties is a fulfillment of the rights of political parties and is intended so that
political parties continue to act in the common interest, not only the interests of the
private sector or businessmen who provide financial assistance to political parties
in the form of donations. So that political parties have responsibility for financial
assistance from the state as a form of obligation. This accountability is in the
context of realizing transparency and effectiveness in the use of financial assistance
by political parties. Political parties receiving financial assistance sourced from
the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure
Budget are formally and materially responsible for the use of the financial
assistance received. In addition, supervision and law enforcement for political
parties is also carried out in carrying out accountability for financial assistance
from the state.

Keywords : Political party, Political party financial assistance, Accountability,
Supervision.
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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Al-Bagarah : 286
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